
BUPATI I{ALMAHIRA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAI{ BUPATI IIALMAHERA BARAT
NOMORSn IKPTS/T12CI24

TENTANG

PEMBTRIAIV TAMBAHAIT PEI{GHASILAIT EERDASARI(AN OBJIKTIF LIUIIITYA KEPADA
APARATI'R SIPIL ITEGARA PAI}A SATT'AI{ I(IR*'A BADAII KTUAITGAN DAIT ASET DATRAII

KABUPATEI{ IIALMAIIERA BARAT

BUPATI HALMATIIRA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 58 ayat {1) dan ayat {2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahr-rn 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
yang mengamanaikan bahwa Pemerintah Daerah dapat rnemberikan
tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tambahan penghasilan
diberikan berdasarkan pertimbangan treban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan
objektif iainnya;

b. bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah
telah melimpahkan sebagian kewenanganrlya kepada Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan
Kepala Satuan Keq'a Perangkat Daerah sehingga menimLrulkan
konsekuensi beban tugas yang bci'at dan beresiko;

c. batrwa berdasarkan pertimbangan selragaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Aparatur Sipil
Negara iASN) Pada Satuan Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Haimahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;

'2. Urdang-undang Ncmor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pror,.ir:si
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten F{almahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di. Provinsi
Malukn Uta.ra;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2AA3 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan

antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
B. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Llndang-undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang iriomor 1 Tairun 2022 tenlang Hubungan Keuangan antat'a

Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimtrangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
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13. Peraturan Menteri Dal,am Negeri Nomor 77 Tah:trr 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Haknahera Barat Nomor 2 Tahun 2O2l

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2A16 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Hahnahera Barat;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halrnahera Barat Nomor 2 Tahun 2422
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024
tentalg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2O24;

17. Peraturan Bupati Halmahera Barat 20 Tahun 2O2l tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2AL6
tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2424 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2O24;

1. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Hafunahera Barat
Nomor : 9OA / O3 / E.KAD / 2A24 Per;hal Permohonan Penerbitan SK.

2. Reviu Inspektorat dan Besaran Anggaran Rencana Pemberial Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Objektif lainnya pada Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Hatnahera Barat.

MEMUTUSKAN:

Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya Kepada
Aparatur Sipil Negara {ASN) Pada Satuan Kerja Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Hahnahera Barat muirai Tahun Anggaran 2A24, dengan
besaran sebagaimana tercantum pada L,ampiran Keputusan ini.
Pemtrerian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan dengan besaran
disesuaikan dengan kemamPuan keuangal daera-h.
Besaran Tambahan Penghasil,an Berdasarkan Objektif Lainnya
sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan setiap bulan dengan
teknis pembayaran dilaksanakan dan dikoordinir serta dibawah tanggung
jawab Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera
Barat.
Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pos
Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
parla tanggal '. 2 Januan 2Q24

BUPATI HALMAHE BARAT,

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofitl,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
+. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailoio,
5. Kepala BILAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

Ass. Bid. Adm. Umum

Kabag. Hukum & Orgs
JAMES UAI{G
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LAMPIRAN : KBPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 5'A /KPIS/ r, 12024
TANGGAL: + JfrN,rA(L\ 20'24

TENTAJ{G : DAF-TAR PEfuIBERIAN T'AIVIBAHAN PENGHASILAI'{ BBRDASAR}GI'{ OBI.ItrKTIF
LAINNYA KBPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN KBRJA BADAN
KtrUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATBN HALMAHBRA BARAT.

.Lifr.N.A I ,
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PENGHASILAN (Rp) KET
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KBPALA BKAD

SEKRBTARiS

KEPALA BIDANG
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- 111-F

Rp. 7.500.000,-

Rp. 5.000.000.-

Rp. 4.000.000,-

Rp. 3.000.000,-

iip. 2.500.000,-

Ass. Bid. Adm. Umum

Kabag. Hukum & Orgs
JA1VITS UAITG
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